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PUTUSAN
Nomor 432/Pdt.G/2020/PA.Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara e-
Court pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

I . tempat tanggal lahir Bone, 22 Agustus

1989, agama Islam, Pendidikan S1 Manajemen, Pekerjaan Staff
PT Bali Hasti Indomalaya, bertempat keadiaman di JI. || | I
I <abupaten
Bone, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi Margariyanti,
S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Serikaya
Blok H No.23, Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten
Wajo, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan
pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, Nomor 284/ SK
/ PA.Skg / V/ 2020, tanggal 13 Maret 2020, sebagai Pemohon;

melawan

I tempatt tanggal lahir Pare-Pare,10

Februari 1993, agama Islam, Pendidikan Ahli Madya Kebidanan,
Pekerjaan Bidan Honorer, bertempat kediaman di || GczzG
I <obupaten Wajo  (Depan Lapangan
Sepakbola Sakkoli), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kuasa Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12

Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada 13
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Mei 2020 dengan register perkara Nomor 432/Pdt.G/2020/PA.Skg,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada
hari Sabtu, tanggal 24Oktober 2015, sesuai dengan Akta Nikah Nomor:
0123/031/X/2015, tanggal 26 Oktober 2015, yang dicatat oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanSajoanging, Kabupaten
Wajo;

2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga permohonan ini
diajukan telah mencapai kurang lebih selama 4 tahun 6 bulan, dan pernah
hidup bersama kurang lebih selama 4 tahun;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di
rumah Orang tua Pemohon di Bone selama 1 minggu, lalu tinggal bersama
dirumah kontrakan di Makassar selama kurang lebih 1 tahun dan kembali lagi
ke Bone ke rumah orang tua Pemohon kurang lebih selama 2 tahun, lalu
Pemohon dan Termohon pindah ke Bali karena Pemohon bekerja di sana,

4. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Bali kurang lebih selama 5
bulan dan dikaruniahi seorang anak perempuan yang bernama Andi Shezan
Azkyra yang berumur 1 tahun 6 bulan,

5. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis,
namun pada bulan September 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon
dan kembali ke rumah orang tua Termohon di Sakkoli,

6. Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena
Pemohon dan Termohon sering berselisih paham dan bertengkar disebabkan
karena:

6.1 Termohon malas melakukan kewajiban sebagai istri dimana Termohon kurang
mengurus keseharian Pemohon seperti melayani di dapur untuk menyiapkan
makanan dan mengurus pakaian Pemohon,

6.2 Termohon baru mau bergerak menyiapkan makanan atau pakaian jika
Pemohon marah atau berkata dengan nada tinggi barulah Termohon bergerak,

6.3 Termohon juga suka melawan jika dinasehati oleh Pemohon, Termohon tidak

mau mendengar apa yang Pemohon katakan dan merasa selalu benar,
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7. Bahwa akibat perselisihan tersebut, Pemohon dan Termohontelah pisah
tempat tinggal sejak bulan September tahun 2019 hingga sekarang telah
berjalan selama kurang lebih 7 bulan karena Termohon kembali ke rumah
orang tua Termohon di Sakkoli;

8. Bahwa selama Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon Pemohon
dan Termohon tidak pernah lagi bertemu hanya komunikasi lewat telepon jika
Pemohon ingin berbicara atau video call kepada anak Pemohon;

9. Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama itu
Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon dan anak Pemohon dan
Termohon;

10.Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk mengurus perceraian di
Pengadilan Agama karena Pemohon dan Termohon sudah merasa tidak bisa
lagi untuk kembali bersama,

11.Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan
memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat

kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa

dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :

Primer :

1. Mengabulkan PermohonanPemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon | ENNEGEGgGgGNEGEGEGEGEE o«
menjatuhkan talak satu raj,i kepada Termohon | EGTGTGNGNGNGE
B ¢ dcpan sidang pengadilan Agama Sengkang.

3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :
- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa Pemohon datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil

atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan
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tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang
sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena
Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup
untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohondan
atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan tetap pada
permohonannya;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di
persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat
didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, kuasa Pemohon
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0123/031/X/2015, tanggal 26 Oktober

2015, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor

Urusan Agama Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, bermeterai cukup,

telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu

diberi kode P;

2. Bukti Saksi.

saksi 1, [ IIGEGEGEGEGEGEE. . 35 tahun, agama Islam, pendidikan

SMA, pekerjaan Usaha bengkel, bertempat kediaman di Desa Tirong,

Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, di bawah sumpah, memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon
sepupu dua kali;

. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal
bersama antara rumah orang tua Pemohon dan rumah kontrakan di
Makassar dan terakhi di Bali, selama kurang lebih empat tahun;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun

sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai seorang anak bernama
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- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya
rukun, namun setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah
tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah
tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon sudah malas untuk
melayani atau mengurus Pemohon, dan Termohon tidak mau mendengar
perkataan Pemohon, selain itu Termohon juga suka melawan atau
membantah jika dinasihati oleh Pemohon ;

- Bahwa akibatnya sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah
tempat tinggal sejak bulan Septemberi 2019 yang hingga sekarang sudah
kurang lebih tujuh bulan lamanya;

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebu, tidak ada lagi
komunikasi antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berupaya menasihati Pemohon
untuk tetap rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil karena
Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

saksi 2, |G, . 20 tahun, agama

Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat kediaman di

Kelurahan Masumpu, Kecamatan. Tanete Riattang, Kabupaten Bone, di

bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai

berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon
adalah teman;

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal
bersama antara rumah orang tua Pemohon dan rumah kontrakan di
Makassar dan terakhi di Bali, selama kurang lebih empat tahun;

~ Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai seorang anak bernama
I

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya
rukun, namun setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah

tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
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- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah
tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon sudah malas untuk
melayani atau mengurus Pemohon, dan Termohon tidak mau mendengar
perkataan Pemohon, selain itu Termohon juga suka membantah atau
melawan jika dinasihati oleh Pemohon ;

- Bahwa akibatnya sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah
tempat tinggal sudah kurang lebih tujuh bulan lamanya;

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebu, tidak ada lagi
komunikasi antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berupaya menasihati Pemohon
untuk tetap rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil karena
Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, kuasa Pemohon menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan
tanggapannya;

Bahwa selanjutnya kuasa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan
apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah
perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum
Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi
absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon dalam permohonannya

yang tidak dibantah oleh Termohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Sengkang
untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar
berdamai dengan Termohon dan kembali membina rumah tangga dengan
Termohon sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di
persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui bantuan mediator
dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh
orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah serta tidak pula
ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah
sebagaimana diatur Pasal 145 R.Bg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, maka sesuai Pasal 149 dan 150 R.Bg terhadap perkara ini telah
dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka (1) mohon kepada
Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dan oleh karena petitum
tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Pemohon lainnya, maka
pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Pemohon
berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan
petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau
sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya angka (2) mohon kepada
Majelis Hakim untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang dengan

dalil-dalil yang pada pokoknya adalah ketentraman rumah tangga Pemohon dan
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Termohon mulai tidak harmonis dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran
karena Termohon malas melakukan kewajiban sebagai istri dimana Termohon
kurang mengurus keseharian Pemohon seperti melayani di dapur untuk
menyiapkan makanan dan mengurus pakaian Pemohon, Termohon baru mau
bergerak menyiapkan makanan atau pakaian jika Pemohon marah atau berkata
dengan nada tinggi barulah Termohon bergerak dan Termohon juga suka melawan
jika dinasehati oleh Pemohon, Termohon tidak mau mendengar apa yang
Pemohon katakan dan merasa selalu benar dan puncak pertengkaran antara
Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Septemberi
2019 hingga sekarang sudah kurang lebih tujuh bulan lamanya sebab Termohon
kembali ke rumah orang tuanya di Sakkoli;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang menjadi alasan cerai talak oleh
Pemohon dapat disimpulkan adalah Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jis. Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, di mana antara suami isteri sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan di antara mereka sudah
tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dan oleh karenanya, pemeriksaan
perkara ini mengacu kepada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap
di muka persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka
Termohon telah melepaskan hak jawabnya dan patut diduga bahwa Termohon
telah mengakui dalil dan alasan permohonan Pemohon tersebut, namun oleh
karena perkara ini merupakan perkara perceraian hal mana adanya pengakuan
semata belumlah cukup dijadikan dasar untuk mengabulkan permohonan
Pemohon. Hal ini dimaksudkan agar pasangan suami istri tidak terjerumus ke
dalam perbuatan halal yang paling dimurkai Allah yakni apabila perceraian

tersebut dilakukan sewenang-wenang tanpa alasan yang benar-benar dapat
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dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan maksud hadis Rasulullah (s.a.w)
yang diriwayatkan oleh lbn ‘Umar sebagai berikut:
(2018)  azlonly  (2178)  sgbslalyy) GsMIallps SeglLIYMAIins ]
(OlwY buzo 1 rimoed laaS =Y g
“Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah ‘Azza wa Jalla adalah talak.”(Hadis
ini diriwayatkan oleh Abu Daud, no. hadis: 2178 dan Ibn Majah, no. hadis: 2018.Al-
Hakim dalam al-Mustadrak berkata, “Sanad hadis ini sahih”). Oleh karena itu,
sesuai Pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa mendalilkan sesuatu harus

membuktikan, maka dalam perkara ini Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon telah diberi kesempatan untuk
membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan untuk itu Pemohon mengajukan bukti

surat berupa P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.) yang diajukan Pemohon,
Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari
suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan dilegalisir, setelah diteliti oleh
Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat
keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, maka
dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil

sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) tersebut harus dinyatakan terbukti
bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah, yang
menikah pada tanggal 24 Oktober 2015 oleh karena itu Pemohon dan Termohon
adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan
Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi
Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh
Pemohon merupakan keluarga dan atau orang yang dekat dengan Pemohon
sehingga dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Mereka pula sudah dewasa sesuai
dengan ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg dan mereka pula sudah

disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian
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telah memenuhi syarat formal sebagai saksi untuk didengar keterangannya di

muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang
diajukan oleh Pemohon adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-
menerus yang disebabkan karena Termohon sudah malas untuk melayani atau
mengurus Pemohon, dan selain itu Termohon juga suka membantah atau
melawan jika dinasihati oleh Pemohon dan sejak kurang lebih tujuh bulan yang
lalu antara Pemohon dan Termohon suda tidak ada lagi komunikasi, dan pihak
keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak
berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus
dibuktikan oleh Pemohon, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah
memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.
sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat

diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon
saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan oleh karena itu, keterangan
dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. dan dipertimbangkan lebih

lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon
apabila dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis
Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal
24 Oktober 2015 yang telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri,
dan dikaruniai seorang anak bernama | GcIEIEGNG

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan
harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara
terus-menerus yang penyebabnya antara lain karena Termohon sudah malas
untuk melayani atau mengurus Pemohon, dan selain itu Termohon juga suka
membantah atau melawan jika dinasihati oleh Pemohon ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sudah kurang
lebih tujuh bulan dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon tidak

ada lagi komunikasi;
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- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon
dan Termohon, namun tetap tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon
tidak mau lagi mempertahankan bahtera rumah tangganya;

- Bahwa setiap kali persidangan, Majelis Hakim berusaha untuk menasihat
Pemohon untuk kembali hidup bersama dengan Termohon akan tetapi tetap
tidak berhasil, bahkan Pemohon tetap bersikeras hati untuk bercerai dan tidak

mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapatlah diketahui
sejauhmana tingkat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di dalam rumah
tangga Pemohon dan Termohon yang sudah sampai ke satu tahap di mana
kehidupan rumah tangga mereka tidak ada harapan untuk rukun kembali, karena
salah satu pihak atau masing-masing pihak sudah tidak lagi menjalankan hak dan
kewajiban sebagai suami istri, tidak ada lagi komunikasi yang baik antara suami-
istri, upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga dan Majelis Hakim dalam
persidangan tidak kunjung mendatangkan hasil, dan antara Pemohon dengan
Termohon sudah berpisah tempat kediaman bersama yang tidak lumrah dialami

oleh sepasang suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon
dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan
dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah
tangga yang dicita-citakan, sehingga keharusan suami istri untuk saling mencintai,
sayang-menyayangi, hormat-menghormati dan saling membantu satu sama lain,
sesuai dengan maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, jo. Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang
merupakan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi

diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim
berpendapat bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan
perceraian dengan Termohon sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39

ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jis.
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Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasakan ketentuan Pasal 39
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan Pemohon
dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak

satu raj'i kepada Termohon di depan Pengadilan Agama Sengkang;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan
patut namun tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan ternyata pula
ketidakhadirannya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, sedangkan
permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum dan beralasan, maka sesuai
dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon tersebut dapat

diputus dan dikabulkan secara verstek (tanpa hadirnya Termohon);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada
Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
tahun 1989 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah lagi
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam
putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;
Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
syara’ yang berkaitan dengan perkara ini.;
MENGADILI
1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon [ NG, (.
menij[atuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [ EGcGcGNGNGNEEEEEEE

B ¢ dpan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
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Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim
pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 25
Syawal 1441 Hijiriyah., oleh kami Dra. Hj. Hasniati D, M.H., sebagai Ketua Majelis,
Drs. H. Asri, M.H., dan Faisal S.Ag.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum
oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh
oleh Eviyani, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa

Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota Ketua Majelis,

Drs. H. Asri, M.H., Dra. Hj. Hasniati D, M.H.,

Faisal S.Ag.,M.H.,
Panitera Pengganti,

Eviyani, S.H.,

Perincian biaya :

- Pendaftaran
Rp
30.000,00
- Proses ‘Rp 50.000,00
- Panggilan Pemohon ‘Rp -
- PNBP Pemohon :Rp 10.000,00
- Panggilan Termohon :Rp 350.000,00
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- PNBP panggilan Termohon :Rp 10.000,00
- Redaksi 'Rp 10.000,00

- Meterai :Rp 6.000.00
Jumlah :Rp 466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)
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